PERATURAN GUBERNUR PROVINS| DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 53 TAHUN 2009

TEN-.TANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PEMERIKSAAN PAJAK HOTEL

'DENGAN RAHMAT TU___HAN_ YANG MAHA ESA
'GUBERNUR PROVINS| DAERAH KHUSUS [BUKOTA JAKARTA,

M__er_wimﬁ_bang . hshwa berdasarkan ketentuan Pasal 1'49_ _Per_at'ura-n Daerah Nomor 10
© . i Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 42 Peraturan
Gubernur Nomor 34 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas =

Pelayanan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang ™ -

Pembentukan, Organisasi dan Tata Ker}a Unit Pemeriksaan Pajak Hotel;

- Méng%’r)‘g.at_ : 1. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
SEREETEREE N S Kepegawaian sebaga:mana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999; ;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun'. 1997 tentang Pajak Daerah dan’ |
Retribusi Daerah sebdgmmana te}ah dfubah dengan Undang-undang
Namor 34 Tahun 2000

3. Undang-Undang Nomor 19 Téhunf 1997 tentang Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa sebagaimana telah daubah dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2000;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahuﬁ 20{)3 tentang Keuangan Negara* '

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan_
Negara; -

8. Undang-Undang Nomor 10 _Tahu_n 12004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan,



it

10.

11,

C 12

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

. Undang-Undang Nomor -32 TahUn 2004' ‘tentang Pemerintahan

Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

. Undang-Undang Nomor 33 .Tah_unj, 2004'_'tentan'g Perimbéngan

Keuangan antara Pem_erintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; -

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus ibukota Jakarta sebagas lbukota Negara
Kesatuan Republik Indonesia; '

Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengetotaan '

- Keuangan Daerah

13.
“14.

15.

16.
17.

“18.
19.

20.

21.

22.

23.

Peraturan Pemer;ntah Nomor 6 Tahun 2006 tentang F’engeloiaan :

"Barang Mmk Negara/Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Peiaporan
Keuangan dan Kinerja tnstans; Pemenntah :

Peraturan Pemermtah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagsan .

Urusan Pemerintahan antara Pemermtah Pemermtahan Daerah
Provinsi dan Pemer:ntahan Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan Pemer;ntah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan

Uang Negara/Daerah

Peraturan’ F’emenntah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Orgamsasa
Perangkat Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri meor{_iS_Tahun 2006 tentang -
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturara Menteri Daiam Negerl Nomor 59 Tahun 2007;

Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 45 Tahun 2008 tentang pol a2
- Organisasi Perangkat Daerah - F?xjpvms: Daerah Khusus ibukota

Jakarta,

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Ketentuan Umum
Pajak Daerah;,

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pajak Hotei

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah ' ~

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi
Perangkat Daerah; '
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 Menetapkan -

24. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2009 tentang Orgamsas: dan

Tata Kerja Dinas Peiayanan Pa;ak

M'EM:_UT,‘USK‘AN :

'PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISAS| -

DAN TATA KERJA UNIT PEMERIKSAAN PAJAK HOTEL

1.

2

.BAB. i
KETENTUAN UMUM

Pasai 1

- Dalam Peraturan Gubernur i |m yang dnmaksud dengan:

Daerah adatah Provmsa Daerah Khusus ibukota Jakarta

Pemerintah Daerah adaiah Gubemur dan Perangkat Daerah sebagai'
unsur penyelenggara pemermtahan daerah ‘ '

- Gubernur adalah Kepaia Daerah Prov:nSi Daerah Khusus Ibukota
- Jakarta. » : _

Dtnas F’elayanan Pajak adaiah D:nas Pelayanan Pajak Provmsz Daerah
Khusus lbukota Jakarta: - :

- Kepala Dinas adaiah Kepaia Dmas Pelayanan Pagak Provmsn Daerah
- Khusus ibukota Jakarta o

Unit Pemeriksaan Pajak' Hotel yang selanjutnya disebut - Unit
Pemeriksaan adalah Unit Pemer:ksaan Pajak Hotel Dinas Pelayanan '

. Pajak.

Kepala Unit adalah Kepj_aia Unit Pemé:riksaan.

Pemeriksaan pajak daérah adalah S"éténgkaiah proses untuk mencari,

mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam o

rangka pengawasan kepatuhan- pemenuhan. kewa;tban perpajakan- _
daerah berdasarkan ketentuan perundang undangan ‘

BAB Il
" PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Pe‘rath_an Gubernur ini d_ibe_n{ut{f_Unit Pem‘erikséan-Pajak Hotel.
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BAB i
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
N Pasal 3
Unit Pemeriksaan merdpakén_ Umt Péfaks‘éﬁa Teknis  Dinas
Pelayanan Pajak dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak hot,el-. '

Unit Pemeriksaan dipimpin 'oieh ‘seorang  Kepala Unit yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada ‘Kepala
Dinas. :

| Paéal' 4
Unit Pemeriksaan mempunyas tugas meiaksanakan pemenksaan

pajak hotei

Untuk menyeienggarakan tugas. sebaga;mana dimaksud pada ‘ayat
(1), Unit Pemenksaan mempunya; fungsi : :

a. penyusunan Rencana Ker;a dan Anggaran (RKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Umt Pemerzksaan

b. pelaksanaan Dokumen Peiaksanaan Anggaran (DPA) Umt
Pemenksaan , : _ .

penatausahaan admmtstrass tekms pemeraksaan pa}ak hote!
penyelenggaraan pemeﬂksaan pa}ak hotel;

pengelolaan kepegawazan keuangan dan barang,

- 0o oa o

peiaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan

«

penyiapan bahan laporan dinas; yang terkait dengan peiaksanaan
tugas dan fungsi Unit Pemenksaan dan :

h. pelaporan dan pertanggung;awaban peiaksanaan tugas dan fungsr .
Unit Pemenksaan L -

BAB IV
ORGANISAS!
Pasal -5
S'Us.u nan organisasi.u_hit P;e.me,ci:ksééa_n terdiri dari

a. Kepala Unit;
b. Subbagian Tata Usaha;
Seksi Pemeriksaan Pajak Hotel Wilayah 1;

o

d. Seksi Pemeriksaan Pajak Hotel Wilayah Hi; dan

e, Subkelompok Jabatan Fu_ngfs”ibn'al. |

Bagan susunan organisasi Unit Pemeriksaan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.



Pasal 6

Kepala Unit 'mernpunyéi tugas -

a

memimpin dan mengoordmasakan pelaksanakan tugas dan fungsi Unit
Pemeriksaan sebagazmana dimaksud dalam Pasal 4;

mengoordinasik-a’n peiaksanaan tugas- S_’ubba_gi_a_;n,' Seksu dan

- Subkelompok Jabatan Fur}gsional;

@

melaksanakan koordinasi dan. kérja sama dengan Satuan Keria
Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan/atau instansi

terkait, dalam rangka peiaksanaan tugas dan fungsi Unit Pemenksaan
dan

meiaporkan dan mempeﬂanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan

fungsi Un;i F’emenksaan

‘Pasal 7

Subbagian Tata Usaha' merupakan  satuan k'erjé staf Unit
~ Pemeriksaan dalam pelaksanaan administrasi Unit Pemeriksaan.
Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Seérahg Kepala Subbagian
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung 3awab kepada Kepaia _

- Unit Pemenksaan
- (3)

&, menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan;
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pemeriksaan ‘sesuai’

Subbag:an Tata Usaha mempunyan tugas:

dengan lingkup tugasnya; .

~b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran KDPA). Unit-,
Pemeriksaan sesuai dengan imgkuptugasnya -

c. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
(RKA) Dokumen Pelaksanaan Anggaran {DPA) Unit Pemertksaan

d. mengh:mpun bahan dan mengoordtnasakan penyusunan rencana

strategis Umt Pemerlksaan |
e. melaksanakan momtormg, per_igendalia’n, . dan 3evaiuas_i_= :
pelaksanaan Do__kumen _I?_ejgks'ana‘an Anggaran (DPA) Unit- .
Pemeriksaan, - '
f. menyiapkan surat tugas pemeriksaan pajak hotel;

g. menerima dan menghtmpun tembusan Laporan Hasil Pemeriksaan
(LHP);

h. mendistribusikan Laporan Hasil: Pemersksaan (LHP) dan Kertas-
Ker;a Pemeriksaan (KKP); .

. menyusun rekomendasa hasil pemeriksaan
j. melaksanakan pengetolaan kepegawalan keuangan, dan barang

k. metaksanakan kegiatan surat menyurat dan kears:pan

. memelihara kebersrhan kemdahan keamanan dan ketertiban'
kantcr
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2)

m. melaksanakan pengurusan ruahg rapat, upacara, dan pengaturan

acara Unit Pemeriksaan:

melaksanakan publikasi kegiatan dan segala sesuatu yang
herkenaan dengan Unit Pemer:ksaan

mengoordinasikan penyusunan laporan (keuangan Kinerja,
kegiatan dan akuntabilitas) Unit Pemeriksaan

menyiapkan bahan laporan Unit Pemersksaan yang terkaxt dengan
tugas Subbagian Tata Usaha; dan _

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas e
Subbagian Tata Usaha '

Pasala

Seksi Pemeriksaan Pa;ak Hotei Wl!ayah I merupakan satuan kerja lini
Unit Pemeriksaan dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak hotel. di
wilayah Kota Admini straa Jakarta Pusat dan Kota Admm:stras:_:
Jakarta Tlmur '

Seksi Pemeriksaan Pajak Hotel Wilayah | d'ipim.p'in oleh seorang ]
Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung Jawab '

‘kepada Kepala Unit Pemer;ksaan

Seksi Pemeriksaan Pajak Hotei Wilayah [ mempunyal tugas

a,

Administrasi Jakarta Timur;

menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan -
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DRA) Unit Pemeriksaan 'sesuai
dengan !mgkup tugasnya;

melaksanakan Dokumen Peiaks’ané-an Anggaran (DPA) Unit
Pemeriksaan sesuai dengan lingkup tugasnya;

melakukan pelaksanaan silent operation'dan/atau pengamatan
terhadap pajak hotel di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat
dan Kota Administrasi Jakarta T:mur

menyusun Rencana Kerja -Pem_ar_;ksaan Tahunan (RKPT).

. menyiapkan tangkah-langkah' pemetiksaan terhadap wajib paja‘k. . '

hotel di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Kota

i

melaksanakan pemeriksaan 'péjék ‘hotel berdasarkan Rencana

Kerja Pemeriksaan Tahunan (RKPT) yang telah dztetapkan Kepala :

Dinas;

melaksanakan pemeriksaan pajak hotel berdasarkan Rencana
Kerja Pemeriksaan Tahunan (RKPT yang telah d!tetapkan Kepala
Dinas; :

menerima da‘n melaksanakan permintaan pemeriksaan da‘ri Suku
Dinas Pelayanan Pajak | Jakarta Pusat, Suku Dinas-Pelayanan
Pajak |l Jakarta Pusat, Suku Dinas Pelayanan Pajak | Jakarta . .
Timur, dan Suku Dinas Pelayanan Pajak | Jakarta Timur, -

melakukan pemeriksaan pajak hotel berdasarkan informasi iam di

wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Kota Administrasi
Jakarta Timur atas persetujuan Kepala Dinas; :



_(1)

(2)

3)

ji. membuat Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP);
k. membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP); -

|. menyiapkan bahan laporan Unit Pemeriksaan yang terkait dengan
pelaksanaan tugas Seksi Pemeriksaan Pajak Hotel Wilayah l' dan

m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan peiaksanaan tugas
Seksi Pemeriksaan Pajak Hotel Wl!ayah i

Pasal O

Seksi Pemeriksaan Pajak Hotel Wilayah Il merupakan satuan kerja linj
Unit Pemeriksaan dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak hotel di
wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta
Barat, dan Kota Administrasi Jakarta Utara dan - Kabupaten
Administrasi Kepulauan Seribu, : - :

Seksi Pemeriksaan Pajak Hotel Wilayah Il dipimpin oleh seorang - -

Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung 3awab s
kepada Kepaia Unit Pemenksaan " :

Seksi Pemer;ksaan Pajak Hote! Wiiayah il mempunym tugas

a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pemeriksaan sesuai
dengan lingkup tugasnya, '

b. melaksanakan Dokumen Peiaksahaah- Anggatan (DPA} Unit
Pemeriksaan sesuai dengan lingkup tugasnya; '

c. melakukan pelaksanaan silent ope'_fatéon dan/atau pengamatan
terhadap pajak hotel di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan,

Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Utara a

dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;

d.. menyusun Rencana Kerja Pem_e__r_iksaan Tahunan (RK’PT).

e. menyiapkan langkah-langkah- pemeriksaan terhadap wajib pajak
hotel di wilayah. Kota. Administrasi . Jakarta Selatan, Kota
Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Utara. dan
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;

f. melaksanakan pemeriksaan p‘ajak hotel berdasarkan Rencana

Kerja Pemeriksaan Tahunan (RKPT) yang telah d:tetapkan Kepaia
Dinas;

g. menerima dan meiaks-anakan perminta'a'n pemeriksaan dari Suku

Dinas Pelayanan Pajak | Jakarta Selatan, Suku Dinas Pelayanan - |

Pajak Il Jakarta Selatan, Suku Dinas Pelayanan Pajak | Jakarta -
Barat, Suku Dinas Pelayanan Pajak Il Jakarta Barat, Suku Dinas
Pelayanan Pajak | Jakarta Utara dan Suku Dinas Pelayanan Pajak
I Jakarta Utara;

h. melakukan pemeriksaan pajak hote!l berdasarkan informasi lain d:

wilayah Kota Administrasi Jakarta. Sefatan, Kota Administrasi
Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten
Administrasi Kepulauan Serzbu atas persetujuan Kepaia Dinas

i, membuat Ker“tas Kerja Pemenksaan (KKPY;



(2)

o

. membuat Laporan Hasil Peme'ri-ksaan (LHP):

k. menyiapkan bahan laporan Unit _Peme_riks-a-an yang terkait dengan
;)elaksana_an tugas Seksi Pemeriksaan Pajak Hotel Wilayah II; dan

. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Seksi Pemeriksaan Pajak Hotel Wilayah II.

Pasal 1'0

Unit Pemeriksaan | dépa_t me'fn'punyai_ Subkelompok  Jabatan '5
Fungsional. ' ' -

Pejabat Fungsional melaksaﬂakan tugas dalam susunan organasas: i

struktural Linit Pemenksaan

Pas.al :131 :

Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi pejabat
fungsionai, dibentuk Subkelompok - Jabatan Fungsional Uni't;;__ ;
Pemeriksaan sebagal bagian dari Kelompok Jabatan Fungsronai'E '
Dinas Pelayanan Pajak. ' '

Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud.pada ayat .
(1) dipimpin oleh seorang Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional

'yang berkedudukan di bawah dan bertanggung ;awab kepada Kepala; -

Unit Pemer;ksaarz

. Ketua Subkelompok Jabatan 'Fﬂhg‘sicnai':sebagaimana' dimaks'ud;_;i -7
pada ayat (2) diangkat oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit dari

pejabat fungsional yang dihormati dikalangan pejabat-fungsi_onai:
sesuai  keunggulan kompetensi = (pengetahuan, keahlian, dan

integritas) yang dimiliki.

Ketentuan 'ie'bih fanjut mengéﬂai ~ Jabatan Fungsional Unit

Pemeriksaan diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari L

pengaturan Jabatan Fungsional Dinas Pelayanan Pajak sesuaig_ g

ketentuan peraturan perundang- undangan

 BAB YV
TATA KERJA
Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas dan ‘fuhgsinya Unit Pemeriksaan wajib
taat dan berpedoman pada Kketentuan - peraturan perundang- - -
undangan. : ' :

Kepala Unit'men'gembaﬁgkah 'kdiaa‘din'asi dan kerja sama dengan.
Satuan Kerja ‘Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah

dan/atau  instansi  pemerintah/swasta. terkait dalam rangka .
‘meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan’. .
fungsi Unit Pemeriksaan. : :



" Pasal 13

Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Ketua Subkelompok
Jabatan Fungsional pada Unit Pemeriksaan wajib melaksanakan tugas
masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- sérta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi,
simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 14

M) K'epata Unit, Kepala Subb‘égiéﬁ, Kepala Seksi, d.a'n Ketua
: Subkelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pemeriksaan wajib ~

memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan

petunjuk pelaksanaan tugas membma dan memiaf kmerja bawahan "
- ‘'masirig- masmg . : '

(2) Kepala Unit, Kepala Subbag:an Kepala Seksi, Ketua Subketompok
Jabatan Fungsional dan pegawai pada Unat Pemeriksaan .wajib -
“mengikuti dan mematuhi perintah dinas. atasan masmg masmg sesuai
ketentuan peraturan perundang undangan

Pa-sai- -1-’5

Kepala Unit, Kepala Subbagnan Kepaia Seks -dan Ketua Subkelompok
Jabatan Fungsional pada Unit Pemeriksaan wajib  mengawasi dan
‘mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta

‘mengambil langkah-langkah yang d;perlukan apablia menemukan adanya o

;peny:mpangan dan/atau mdlkasn penyimpangan
Pa‘sai = 1-"6

(1) Kepala Unit, Kepa!a Subbagaan Kepa!a Seksn Ketua Subkeiompok-':
: Jabatan Fungsional dan pegawai pada Unit Pemeriksaan wajib g

menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada N

atasan masing-masing sesuat ketentuan  peraturan perundang-
undangan. :

(2) Atasan yang menerima Iaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan
‘pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 17

1(1') Sekretariat Daerah melalui “Biro ‘Organisasi dan Tatalaksana

melaksanakan pembinaan kelembagaan, "ketata:iaksanaan dan
pelaporan terhadap Unit Pemeriksaan sebagai bagian dari pembinaan

kelembagaan, ketatalaksanaan dan’ pelaporan terhadap Di_nas-'
Pelayanan Pajak. :

{2) Ketentuan lebih iénjut' mengena! pembinaan  kelembagaan,
ketatalaksanaan dan pelaporan sebagazmana dsmaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Gubernur.
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Pasal 22

(1) Prasarana dan Saraha kerja‘ yang diterima dalam bentuk pemberian,
hibah, atau bantuan dari pihak ketiga kepada Unit Pemeriksaan dalam

rangka- pelaksanaan tugas dan’ fungsinya merupakan peneramaan _
barang daerah.

- (2) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :

' segera dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk selanjutnya dilaporkan

kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah

selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sekaligus sebagai |

Bendahara Umum Daerah untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset [
daerah, :

" BAB IX
PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal. 23

L S : -'(1) Unit Pemeriksaan menyusun dan'menyampaikén laporan berk'a.!'a
- tahunan, semester, trlwulan bulanan dan/atau sewaktu- waktu kepada - -
Kepala Dinas.

(2) Laporan sebagaxmana damaksud pada ayat (1) antara lain meliputi '-
laporan : " = -

a. kebutuhan, kekurangan dan kéiébihan pegawai:
b. keuangan; - L

c. kinerja; _

d. kebutuhan, kekurangan dan ke!eblhan barang atau prasarana dan
sarana kerja
akuntabilitas,

@

pelaksanaan kegiatan.

Pasal 24

Dalam rangka akuntabi!itas' Unit Pemeriksaan mengembangkan sistem
pengendalian internal sebagai bagian dan sistem pengendalian internat
Dinas Pelayanan Pajak. - :

BAB X
PENGAWASAN
- Pasal 2"5
Pengawasan terhadap Umt Perﬁenksaan d;taksanakan oleh :

‘a. Lembaga negara yang mempunyai tugas memeriksa pengeloiaan dan
tanggung jawab keuangan negara; -

b. Aparat pemeriksa internal pemermtah; dan

c. Inspektorat.
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BAB Xi
KET.ENTUAN. PEN UTUP
Pasal 26

Pada saat Peraturan Gubemur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur =

Nomor 147 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja -
Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Propinsi

Daerah Khusus lbukota Jakarta dlcabut dan dinyatakan tidak beriaku
| - Pasal 27 |
Peraturan Gubernur ini mulai bertaku paq_a tanggal diundangkan._:
Agar setiap orang mengetahuinya - memerintahkan pengundangan

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Dagrah Khusus 3buk0ta Jakar‘ta : '

Ditetapkan di Jakarta
- pada tanggal 4 Met. 2009

Z GUBERNUR PROV!NSI DAERAH KHUSUS

| -Diundangkan di Jakarta
pada tanggai 4 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINS! DAERAH KHUSUS
- _ EBUKOTA JAKARTA,

" MUHAYAT
NIP 050012362

BERiTA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS 1BUKOTA JAKARTA
TAHUN. 2{]{]9 NOMOR g4




Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
: - Ibukota Jakarta

Nomor 053 TAHUN 2009
_Tan'ggal 4 Mei 2009
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